
 

 

ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH WARISAN SECARA ADAT 

DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH 

(STUDI KASUS DI DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN ROWOSARI, 

KABUPATEN KENDAL) 

 

 

 
SKRIPSI 

 

 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM 

 

 

OLEH: 

 

ADIB SIROJUDDIN AHMAD 

22103040111 

 

PEMBIMBING: 

ISWANTORO, S.H., M.H. 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2026



 

 

ii 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli tanah warisan 

secara adat di Desa Tanjunganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, yang 

dilaksanakan di bawah tangan dan mengandung berbagai celah administrasi. Celah 

tersebut meliputi belum dilakukannya proses turun waris serta balik nama pada 

sertipikat, transaksi yang hanya berlandaskan surat segel desa, hingga kepemilikan 

pecahan tanpa pemecahan sertipikat resmi di Kantor Pertanahan. Praktik ini 

memicu timbulnya permasalahan pokok mengenai bagaimana kepastian hukum hak 

atas tanah bagi pembeli beritikad baik dalam transaksi tersebut, serta bagaimana 

bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-

empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan 

sosiologis-empiris. Data penelitian bersumber dari data primer yang diperoleh 

melalui wawancara mendalam dengan para pihak bertransaksi dan aparat desa, serta 

data sekunder berupa studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan 

dan literatur hukum. Kerangka teori yang diajukan dalam menganalisis 

permasalahan ini meliputi Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan 

pendaftaran tanah, Teori Perjanjian Jual Beli berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata 

dan hukum adat, serta Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo dan 

Philipus M. Hadjon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah warisan secara adat di 

Desa Tanjunganom telah memenuhi keabsahan hukum adat melalui asas terang dan 

tunai serta memenuhi syarat sahnya perjanjian perdata, namun belum memberikan 

kepastian hukum yang utuh menurut hukum pertanahan nasional karena ketiadaan 

pendaftaran tanah resmi. Perlindungan hukum preventif yang dapat ditempuh yaitu 

pelaksanaan pendaftaran turun waris, balik nama, dan pembuatan Akta Jual Beli di 

hadapan PPAT. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat ditempuh 

melalui jalur mediasi guna mencapai kesepakatan perdamaian maupun melalui jalur 

litigasi di pengadilan. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Jual Beli Tanah Adat, Tanah Warisan. 
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ABSRACT 

This research is motivated by the widespread practice of customary sale and 

purchase of inherited land in Tanjunganom Village, Kendal Regency, which is 

conducted underhanded and contains various administrative loopholes. These 

loopholes include the unexecuted processes of inheritance transfer and name 

change on certificates, transactions based solely on village seal letters, and 

fractional ownership without official certificate splitting at the Land Office. This 

practice raises main issues regarding the legal certainty of land rights for good-

faith buyers in such transactions and the forms of legal protection that can be 

provided to the parties. 

The research method applied is normative-empirical legal research using a 

normative juridical approach combined with a sociological-empirical approach. 

The research data sources comprise primary data obtained through in-depth 

interviews with transacting parties and village officials, as well as secondary data 

from literature studies of legislation and legal literature. The theoretical framework 

proposed to analyze this issue encompasses the Theory of Legal Certainty by 

Gustav Radbruch and land registration, the Theory of Sale and Purchase 

Agreement based on Article 1320 of the Civil Code and customary law, and the 

Theory of Legal Protection by Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon. 

The results show that customary sale and purchase of inherited land in 

Tanjunganom Village fulfills customary law validity through the principles of 

openness and cash payment (terang dan tunai) and satisfies civil agreement 

requirements, yet fails to provide complete legal certainty under national land law 

due to the lack of official land registration. Preventive legal protection can be 

achieved through inheritance transfer registration, name change, and making a 

Sale and Purchase Deed before a Land Deed Official (PPAT). Meanwhile, 

repressive legal protection can be pursued through mediation to reach a settlement 

agreement or through litigation in court. 

Keywords: Legal Certainty, Customary Land Sale and Purchase, Inherited Land. 
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Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia merupakan suatu kekayaan 

alam yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai karunia untuk kesejahteraan 

masyarakat. Sejak dahulu fungsi tanah bagi masyarakat adalah sebagai tempat 

tinggal dan sumber penghasilan yang diperoleh melalui pertanian dan 

perkebunan.1 Dalam konstitusi, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat.2 Mandat konstitusi ini kemudian dijabarkan 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA),3 yang bertujuan meletakkan dasar bagi penyusunan 

hukum agraria nasional serta memberikan jaminan kepastian hukum mengenai 

hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.4 

Kepastian hukum diwujudkan melalui pasal 19 Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah. Secara ringkas, pendaftaran tanah merupakan serangkaian 

 
1 S. Parlina dan D. S. Hamzah, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah Dan 

Upaya Penyelesaiannya,” Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 15:1, (Januari 2023), hlm. 12. 

2 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). 

4 A. Sekarmadji dan O. Moechthar, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang, 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2023), hlm. 3. 
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kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan 

berkelanjutan, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan 

daftar. Pendaftaran tersebut dilaksanakan di Kantor ATR/BPN Tingkat, dan dari 

proses tersebut akan diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat 

kepada pemilik yang mendaftarkan tanahnya.5 

Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak yang 

memiliki sifat “terkuat dan terpenuh”. Istilah “terkuat” dimaknai bahwa jangka 

waktu kepemilikan tanah tidak dibatasi serta status kepemilikannya telah 

terdaftar dan dibuktikan dengan sertipikat hak milik. Dengan demikian, 

kedudukan hukum atas tanah tersebut sangat kuat dan tidak dapat dengan 

mudah dialihkan atau diambil oleh pihak lain tanpa melalui proses peralihan 

hak yang sah menurut hukum. Selain itu, disebut “terkuat” karena secara yuridis 

diakui sebagai hak milik yang telah terdaftar secara resmi. Adapun makna 

“terpenuh” menunjukkan bahwa hak tersebut memberikan kewenangan yang 

luas dan penuh kepada pemilik tanah dalam menguasai dan memanfaatkan 

tanahnya. Pada pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa Hak milik dapat beralih 

maupun dialihkan. Istilah “beralih” mengandung arti bahwa peralihan terjadi 

bukan karena adanya perbuatan hukum yang disengaja, melainkan akibat suatu 

peristiwa hukum, seperti pewarisan. Sementara itu, “dialihkan” menunjukkan 

 
5 R. Dimas, “Publikasi Pendaftaran Tanah Di Negara Indonesia Ditinjau Dari Teori 

Kepastian Hukum,” Prosiding Serina, Vol. 1:1, (Desember 2021), hlm. 210. 
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adanya unsur kesengajaan, sehingga terjadi suatu perbuatan hukum terhadap 

hak milik tersebut.6 

Sebagai objek hak yang dapat dialihkan dan beralih, tanah kerap menjadi 

objek dalam pewarisan dan transaksi jual beli. Dalam sistem hukum agraria di 

Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ditegaskan bahwa 

setiap peralihan hak atas tanah harus dilaksanakan secara tertib dan didaftarkan 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan 

tersebut kemudian diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021, yang mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan 

di kantor pertanahan agar memiliki keabsahan secara hukum serta kekuatan 

pembuktian yang sempurna.7 

Pendaftaran tanah secara umum diakui sebagai salah satu upaya untuk 

mengatasi persoalan kepemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah, 

sekaligus sebagai jaminan kepastian serta perlindungan hukum atas hak 

kepemilikan tanah.8 Namun demikian, sistem pendaftaran tanah tidak akan 

berjalan optimal tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut. Kesadaran hukum masyarakat 

 
6 M. S. Endriana dan W. Handoko, “Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam 

Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang,” Notarius, Vol. 15:1, (April 

2022), hlm. 204–219. 

7 A. I. Mandigani, “Analisis Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak 

Didaftarkan Ke Badan Pertanahan Nasional,” Officium Notarium, Vol. 4:2, (2024), hlm. 203. 

8 Ardiansyah, Kebijakan Hukum Pertanahan, (Sleman: Deepublish, 2022), hlm. 40. 
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sendiri mengacu pada pemahaman individu maupun kelompok mengenai hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam konteks hukum pertanahan, 

termasuk pendaftaran tanah. Hal ini meliputi pengetahuan tentang prosedur 

pendaftaran tanah, pemahaman akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah, 

serta kewaspadaan terhadap berbagai praktik ilegal atau penipuan yang 

berkaitan dengan pertanahan.9 Selain kurangnya pemahaman akan pentingnya 

pendataran tanah, kendala ekonomi juga menjadi penyebab utama lemahnya 

penegakan aturan tersebut. 

Dalam praktiknya, beberapa masyarakat desa dalam melakukan jual beli 

tanah, mereka melakukannya dengan sistem dibawah tangan, yang biasanya 

melibatkan Kepala Desa atau perangkat desa, serta dibuktikan dengan kwitansi 

atau Surat Pernyataan Jual Beli Tanah. Dokumen tersebut kemudian 

ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, termasuk yang mengetahui 

batas-batas tanah. Dengan demikian, transaksi jual beli tersebut pada dasarnya 

tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang atau PPAT, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.10 

Fenomena hukum ini secara nyata terjadi di Desa Tanjunganom, 

Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, di mana terdapat praktik peralihan 

 
9 F. T. Taolin dkk., “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas 

Tanah,” Tunas Agraria, Vol. 7:1, (Januari 2024), hlm. 69. 

10 M. Amin dkk., “Analisis Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Di 

Hadapan Kepala Desa: (Studi Kasus Di Desa Cangkering Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara),” Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1:2, (Juli 2021), hlm. 276. 
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hak atas tanah yang terdapat celah administrasi. Salah satu kasus yang terjadi 

adalah proses jual beli tanah warisan yang belum memiliki sertipikat dan hanya 

mengandalkan surat segel atau berupa pencatatan administrasi kepemilikan 

tanah di balai desa. 

Kasus lain terkait jual beli tanah warisan secara adat di Desa 

Tanjunganom adalah kasus yang bermula dari sebidang tanah dengan satu 

Sertipikat Hak Milik atas nama inisial Pihak A. Semasa hidupnya, pihak A 

menjual sebagian luasan tanahnya kepada pihak B. Transaksi ini telah lunas dan 

dibuktikan dengan Surat Pernyataan Jual Beli tingkat desa, namun luput dari 

kewajiban pemecahan sertipikat di BPN. Kerumitan hukum semakin bertambah 

ketika pihak A wafat. Sisa tanah yang berstatus sebagai boedel waris beralih 

kepada ketiga anaknya hanya dengan dasar Surat Pernyataan Waris dari desa, 

tanpa didaftarkan proses turun waris. Ketiga ahli waris tersebut kemudian 

langsung menjual sisa tanah warisan itu kepada dua pihak baru, yakni pihak C 

dan pihak D. Sama seperti transaksi sebelumnya, peralihan hak ini hanya 

mengandalkan instrumen kuitansi jualbeli tanah dari desa tanpa adanya 

pemecahan sertipikat. 

Akibat rentetan peristiwa hukum tersebut, kondisi faktual saat ini 

menunjukkan bahwa satu bidang tanah utuh tersebut telah dikuasai secara de 

facto oleh tiga pihak yang berbeda, yaitu pihak B, pihak C dan pihak D, dengan 

batas-batas tanah yang disepakati bersama. Kesepakatan lisan menetapkan 

bahwa sertipikat asli, yang secara yuridis masih beratasnamakan almarhum 

pihak A, disimpan oleh pihak B. 
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Meskipun secara sosiologis penguasaan fisik tanah oleh ketiga pembeli 

tersebut berlangsung damai tanpa sengketa (peaceful possession), kedudukan 

hukum kepemilikan mereka sejatinya sangat rentan. Ketiadaan sengketa saat ini 

justru menciptakan "ilusi rasa aman". Surat Segel Desa bukanlah alat 

pembuktian kepemilikan hak atas tanah menurut UUPA dan tidak dapat 

memberikan kepastian hukum yang mutlak. Status sertipikat yang masih atas 

nama pewaris mengunci tanah tersebut dari nilai ekonomis formal dan 

menciptakan "bom waktu" sengketa agraria di masa depan. Apabila terjadi 

perubahan tata ruang oleh pemerintah, pembebasan lahan, atau jika generasi 

penerus pewaris menuntut haknya kelak, para pembeli yang beritikad baik ini 

memiliki kedudukan hukum yang sangat lemah. 

Jual beli secara adat ini akan penulis analisis menggunakan asas jual beli 

secara adat yaitu asas terang tunai, dan menggunakan peraturan hukum positif 

yang berlaku di Indonesia saat ini karena meskipun jual beli tersebut 

dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, para pihak 

tetap berada dalam sistem hukum nasional dan objek yang diperjualbelikan 

berupa hak atas tanah merupakan bagian dari objek yang penguasaan, 

pemilikan, peralihan, dan pendaftarannya diatur dalam hukum pertanahan 

nasional. Oleh karena itu, analisis tidak hanya diarahkan untuk mengetahui 

kesesuaian praktik jual beli tersebut dengan asas terang dan tunai, tetapi juga 

untuk mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku 

sehingga dapat diketahui kedudukan dan kepastian hukum hak atas tanah 

setelah terjadinya jual beli. 
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Istilah hukum adat sendiri oleh R. Soepomo dimaknai sebagai hukum 

non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan berakar pada 

kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia 

menjelmakan perasaan yang nyata dari rakyat. Adapun menurut Hilman Hadi 

Kusumo, hukum adat Adalah suatu aturan kebiasaan manusia dalam hidup 

bermasyarakat.11 Pengertian dari para ahli tersebut penulis gunakan dalam 

penelitian, dimana fenomena jual beli secara adat di Desa Tanjunganom ini 

berdasarkan kebiasaan para masyarakat. 

Praktik jual beli tanah secara adat sebagaimana yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Tanjunganom pada dasarnya merupakan perbuatan hukum 

yang lahir dan berkembang dari kebiasaan masyarakat setempat. Namun, dalam 

perkembangannya, pelaksanaan jual beli tanah tidak hanya berkaitan dengan 

hubungan hukum antara penjual dan pembeli berdasarkan kebiasaan adat, tetapi 

juga berkaitan dengan sistem hukum pertanahan nasional yang mengatur 

mengenai peralihan dan pendaftaran hak atas tanah. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum dari praktik jual 

beli tanah secara adat tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penggunaan hukum positif dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan, akibat hukum, serta 

tingkat kepastian dan perlindungan hukum yang diperoleh para pihak setelah 

dilakukannya jual beli secara adat. Hal tersebut sejalan dengan pasal 5 UUPA 

 
11 E. Ari Wibowo, “Pemberlakuan Konsep Hukum Yang Hidup Bagian Dari Hukum Adat 

Dalam Perkembangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Di Indonesia,” Jurnal 

Hukum Sumber Hukum, Vol. 3:1, (2025), hlm. 44–45. 



8 

 

 
 

yang menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional 

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, UUPA, dan 

peraturan perundang-undangan lainnya.12 Dengan demikian, praktik jual beli 

tanah secara adat dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dalam kaitannya 

dengan ketentuan hukum positif, khususnya ketentuan mengenai perjanjian, 

jual beli, peralihan hak, dan pendaftaran tanah. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memandang perlu untuk 

melakukan penelitian secara mendalam guna menganalisis kedudukan hukum 

para pembeli serta merumuskan perlindungan hukum preventif dan represif 

pada celah administrasi jual beli tanah yang terjadi. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian hukum 

berbentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH 

WARISAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN 

HUKUM HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI DESA 

TANJUNGANOM, KECAMATAN ROWOSARI, KABUPATEN 

KENDAL)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kepastian hukum hak atas tanah pada transaksi jual beli tanah 

waris secara adat? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas jual beli tanah secara adat? 

 
12 M. Yazid Fathoni, “Kedudukan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Secara Adat Dalam 

Persfektif Hukum Positif Indonesia,” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8:1, (2020), 

hlm. 191. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dan rumusan 

masalah yang sudah disebutkan diatas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum hak atas tanah 

bagi para pembeli atas transaksi jual beli tanah waris yang belum 

dilakukan balik nama sertipikat tanah. 

b. Untuk menganalisis dan merumuskan bentuk upaya penyelesaian yang 

bisa dilakukan para pihak akibat tertundanya proses balik nama 

sertipikat tanah. 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum agraria 

dan hukum desa mengenai kepastian hukum dalam jua beli tanah 

warisan yang belum belum dilakukan balik nama pada sertipikat 

tanahnya. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, literatur, serta 

bahan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian pada masa yang akan datang 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Memberikan pemahaman hukum yang komprehensif dan panduan 

langkah penyelesaian yang konkret bagi para pembeli beserta ahli 

waris terkait kedudukan hak kepemilikan mereka, sehingga para 

pihak dapat segera mengambil tindakan hukum administratif untuk 

mensertipikatkan tanah tersebut secara sah menurut hukum negara. 

2) Memberikan sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, mengenai urgensi 

pendaftaran peralihan hak atas tanah (balik nama dan splitsing). 

Kesadaran ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum 

yang mutlak dan mencegah timbulnya "bom waktu" sengketa 

agraria antargenerasi di masa depan. 

 

D. Telaah Pustaka 

Pertama, penelitian yang penulis telaah adalah Jurnal Pediaqu: Jurnal 

Pendidikan Sosial dan Humaniora, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2025, memuat 

artikel berjudul "Akibat Hukum Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Pembelian 

Tanah Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Otentik" karya Muhamad Rafli 

Miftahudin, dkk. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah keduanya sama-sama mengkaji akibat hukum dan pentingnya 

kepastian hukum dari praktik jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan 

tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Perbedaan utamanya 

terletak pada fokus objek kajiannya; jurnal ini membahas secara umum 
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mengenai faktor penyebab dan status hukum tanah yang diperjualbelikan di 

bawah tangan oleh masyarakat akibat kendala prosedur dan ekonomi sedangkan 

peneliti secara spesifik memfokuskan penelitian pada jual beli atas tanah 

warisan yang sertipikatnya belum dilakukan balik nama serta merumuskan 

upaya penyelesaiannya.13 

Kedua, jurnal yang penulis telaah adalah Jurnal Hukum Unsulbar, 

Volume 8 Nomor 2 Tahun 2025, memuat artikel berjudul "Tinjauan Hukum 

Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dengan Sertipikat Pewaris Yang 

Belum Dibalik Nama" karya Dwi Agus Santoso, dkk. Persamaan kajian dalam 

jurnal ini dengan penelitian peneliti adalah keduanya menganalisis praktik jual 

beli tanah warisan di mana sertipikat tanah tersebut masih terdaftar atas nama 

pewaris yang telah meninggal dunia (belum dibalik nama) dan dijual kepada 

pihak lain tanpa proses pembalikan nama formal. Perbedaan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah jurnal ini secara khusus menggunakan pisau 

analisis hukum perdata untuk melihat keabsahan transaksi berdasarkan syarat 

objektif dan subjektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sementara 

peneliti menggunakan tinjauan yuridis yang lebih luas (hukum agraria dan 

administrasi) untuk menganalisis kedudukan hukum para pembeli serta 

 
13 M. R. Miftahudin dkk., “Akibat Hukum Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Pembelian 

Tanah Yang Tidak Dituangkan Dalam Akta Otentik,” Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 

Vol. 4:2, (April 2025). 
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merumuskan perlindungan hukum preventif dan represif akibat celah 

administrasi tersebut.14 

Ketiga, yang menjadi rujukan penulis adalah UNES Law Review, 

Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023, memuat artikel berjudul "Analisis Yuridis 

Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah dalam Jual Beli 

Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PN.Smg)" karya 

Desyifa Nurhidayah, dkk. Persamaan antara jurnal ini dan penelitian peneliti 

adalah sama-sama melakukan analisis yuridis mengenai lemahnya kepastian 

hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara di bawah 

tangan tanpa adanya akta otentik dari PPAT. Perbedaannya, jurnal ini 

mendasarkan analisisnya pada studi kasus sebuah putusan pengadilan yang 

spesifik (Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PN.Smg) di mana pihak penjual 

menghilang sebelum sempat melakukan proses balik nama, sedangkan 

penelitian peneliti tidak berangkat dari putusan pengadilan, melainkan 

mengangkat fenomena faktual secara sosiologis di Desa Tanjunganom 

mengenai rentetan celah administrasi jual beli tanah boedel waris tingkat desa 

yang hanya berbekal kuitansi dan surat pernyataan desa.15 

Keempat, jurnal yang penulis jadikan perbandingan adalah Jurnal 

Penelitian Inovatif (JUPIN), Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025, memuat artikel 

 
14 D. A. Santoso dkk., “Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Praktek Jual Beli Tanah Dengan 

Sertifikat Pewaris Yang Belum Dibalik Nama,” Jurnal Hukum Unsulbar, Vol. 8:2, (Juli 2025), hlm. 

75–91. 

15 D. Nurhidayah dkk., “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas 

Tanah Dalam Jual Beli Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 535/pdt.g/2018/pn.smg),” UNES 

Law Review, Vol. 6:1, (September 2023). 
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berjudul "Kepastian Hukum dalam Sertipikat Hak Waris yang Belum Atas 

Nama Hak Milik" karya Rizky Rachma Dhani. Persamaan jurnal ini dengan 

penelitian peneliti adalah keduanya menyoroti urgensi kepastian hukum pada 

tanah warisan yang belum dilakukan pembaruan data atau belum dibalik nama 

kepada ahli waris, yang statusnya sangat rentan memicu sengketa dan konflik 

hukum. Adapun perbedaannya, jurnal ini lebih condong membahas masalah 

sistem pendaftaran tanah secara umum, pentingnya kesadaran masyarakat untuk 

mendaftarkan peralihan hak, serta potensi tumpang tindih 

kepemilikan/sertipikat ganda, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada 

status hukum dan kedudukan para pembeli beritikad baik yang telah membeli 

sisa tanah warisan tersebut secara di bawah tangan dari ahli waris sebelum 

proses turun waris didaftarkan.16 

Kelima, jurnal yang penulis tinjau adalah Clavia: Journal of Law, 

Volume 22 Nomor 2 Tahun 2024, memuat artikel berjudul "Akibat Hukum 

Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tidak Dihadapan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah" karya Taufiq Hidayat, dkk. Persamaan jurnal ini dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah sama-sama menganalisis kelemahan kedudukan 

pembeli serta ketidakpastian hukum yang timbul akibat transaksi peralihan hak 

yang tidak didaftarkan di hadapan PPAT. Perbedaan yang mendasar adalah 

jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan penyebaran 

kuesioner dan wawancara langsung di Kecamatan Biringkanaya, Makassar 

 
16 R. R. Dhani, “Kepastian Hukum Dalam Sertifikat Hak Waris Yang Belum Atas Nama 

Hak Milik,” Jurnal Penelitian Inovatif, Vol. 5:1, (Januari 2025), hlm. 168–176. 
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untuk mencari penyelesaian litigasi dan non-litigasi atas jual beli tanah di bawah 

tangan secara umum, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pada upaya 

hukum yang secara spesifik menghadapi kerumitan permasalahan status tanah 

warisan yang sertipikat aslinya masih atas nama pewaris, yang mana hal ini 

dapat menciptakan "bom waktu" sengketa agraria antargenerasi di masa 

depan.17 

 

E. Kerangka Teoretik 

Untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, 

diperlukan landasan teori sebagai instrumen bantu analisis. Teori berperan 

sebagai kerangka pemikiran yang dimanfaatkan penulis guna menginterpretasi, 

memahami, serta mengarahkan proses pengolahan data sehingga dapat 

menghasilkan kesimpulan penelitian yang komprehensif.18 Oleh karena itu, 

peneliti menggunakan teori-teori sebagai berikut: 

 

1. Teori Kepastian Hukum 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 bahwa 

pendataran tanah pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum bagi pemegang hak atas tanah. Melalui pendaftaran, pemilik tanah 

 
17 T. Hidayat dkk., “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tidak 

Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,” Clavia, Vol. 22:2, (Agustus 2024). 

18 R. Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (ttp.: Yogyakarta: SUKA-Press UIN 

Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 31. 
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memperoleh perlindungan hukum yang kuat karena kepemilikannya tercatat 

secara resmi dan dapat dengan mudah dibuktikan melalui sertipikat. Selain 

itu, pendaftaran tanah juga memberikan kepastian mengenai status hukum, 

letak, batas, dan luas tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa 

atau tumpang tindih kepemilikan. Dengan demikian, aspek kepastian 

hukum menjadi tujuan utama, karena memberikan jaminan perlindungan 

bagi pemegang hak serta memastikan setiap perbuatan hukum yang 

berkaitan dengan tanah dilakukan secara jelas dan sah menurut hukum.19 

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah teori yang 

menghendaki bahwa hukum berfungsi sebagai peraturan yang wajib 

ditaati.20 Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis menjelaskan bahwa 

agar pendaftaran tanah mampu memberikan jaminan kepastian hukum, 

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus tersedia peta 

bidang tanah yang dihasilkan dari pengukuran secara kadasteral, sehingga 

dapat digunakan untuk merekonstruksi batas-batas tanah di lapangan yang 

diakui secara sah menurut hukum. Kedua, perlu adanya daftar umum 

mengenai bidang-bidang tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian 

terhadap siapa pemegang hak yang sah secara hukum. Ketiga, daftar umum 

pendaftaran tanah tersebut harus senantiasa dipelihara dan diperbarui, 

 
19 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendataran Tanah. 

20 S. Halilah dan M. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” 

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4:2, (2021), hlm. 58. 
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sehingga setiap perubahan data terkait hak atas tanah, termasuk peralihan 

hak, selalu tercatat secara mutakhir dalam daftar tersebut.21 

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan dalam hukum yang 

mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan. Norma-norma yang 

menekankan nilai keadilan harus benar-benar dijalankan sebagai aturan 

yang dipatuhi oleh masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga yang 

berwenang juga wajib menerapkan ketentuan hukum tersebut secara 

konsisten serta tunduk dan patuh terhadapnya. Apabila dikaitkan dengan 

kepastian hukum dalam bidang pertanahan, maka hal tersebut sejalan 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan juga PP Nomor 24 tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah. 

2. Teori Perjanjian Jual-Beli 

Dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian jual beli tanah harus memenuhi 

persyaratan hukum agar memiliki kekuatan yang sah. Berdasarkan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian 

dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan 

hukum masing-masing pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal/ tidak 

bertentangan dengan hukum. Dari perspektif hukum perdata, selama 

 
21 M. Yamin Lubis dan A. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, 

(Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 171. 
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keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian tersebut tetap mengikat 

dan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat.22 

Jual beli pada umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian yang 

dikenal sebagai perjanjian jual beli. Dalam perspektif hukum adat, 

perjanjian jual beli bersifat riil, yang berarti penyerahan objek yang 

diperjanjikan merupakan syarat mutlak agar perjanjian tersebut dianggap 

ada. Dengan demikian, apabila suatu hal telah diperjanjikan tetapi objeknya 

belum diserahkan, maka perjanjian tersebut dipandang belum terjadi. Dalam 

perkembangan saat ini, perjanjian jual beli menjadi hal yang penting sebagai 

bukti adanya transaksi maupun kesepakatan antara para pihak. Perjanjian 

ini berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan hukum dalam transaksi, 

menjaga kepercayaan antar pihak, serta menjadikan kesepakatan yang 

dibuat lebih profesional.23 

 

3. Teori Perlindunga Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mulai 

berkembang pada abad ke-19. Dengan hadirnya hukum di tengah kehidupan 

bermasyarakat, hukum tersebut sangat berguna untuk mengintegrasikan 

 
22 D. S. Aprianda dan E. A. Priyono, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Tanpa Akta 

Notaris Dalam Perspektif Hukum Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5:5, 

(2025). 

23 R. Asfani dkk., “Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah 

Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/ppat Wiwid Hanny Saputri),” 

JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 1:2, (Desember 

2023). 
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serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang biasa bertentangan 

antara satu sama lain. Lebih jauh, hukum dapat difungsikan untuk 

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, 

melainkan juga harus prediktif dan antisipatif dalam menjawab persoalan-

persoalan di masyarakat. 

Secara konseptual, menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum 

adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang 

dirugikan oleh orang lain, di mana perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang dijamin oleh hukum. 

Negara memiliki peran penting dan tanggung jawab penuh dalam 

melindungi warga negaranya untuk menjamin keadilan, keamanan, dan 

keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara 

ini pada akhirnya juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi 

di dalam suatu negara. 

Dalam penerapannya, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan 

hukum sebagai suatu konsep universal dari negara hukum terdiri atas dua 

bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 

represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa dengan memberikan subjek hukum kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan perlindungan hukum represif 

adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan 

atau sengketa yang telah timbul, yang bertumpu pada konsep pengakuan 
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hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan dan peletakan 

kewajiban bagi masyarakat maupun pemerintah. 

Dengan menggunakan landasan teori ini, penelitian dapat 

merumuskan secara tajam bagaimana langkah penyelesaian atau upaya 

hukum yang nyata bagi pembeli beritikad baik untuk menuntut atau 

memberikan kepastian hukum atas haknya secara perdata maupun 

administratif, agar jual beli di bawah tangan atas objek tanah waris tersebut 

tetap mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum dari negara. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah memerlukan metode ilmiah agar dapat 

dipertanggungjawabkan, sehingga menjadikannya proses yang logis dan 

rasional. Metode tersebut berperan sebagai pedoman untuk langkah-langkah 

yang ditempuh dalam pengumpulan data, pembahasan, serta cara analisisnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian 

hukum normatif-empiris (applied law research) merupakan penelitian yang 

mengkaji penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif, baik yang 

bersumber dari kodifikasi, peraturan perundang-undangan, maupun 

kontrak, dalam praktik nyata (in action) pada peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi di masyarakat. Pelaksanaan secara in action tersebut merupakan 
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fakta empiris yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Implementasi ini diharapkan dapat berjalan optimal apabila rumusan norma 

hukumnya jelas, tegas, dan lengkap. Penelitian hukum normatif-empiris 

(terapan) sendiri berangkat dari ketentuan hukum tertulis yang kemudian 

diterapkan pada peristiwa hukum konkret (in concreto) yang terjadi dalam 

masyarakat.24 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat 

mendeskripsikan atau menunjukkan pemaparan rinci, yang secara khusus 

bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendalam 

mengenai kondisi hukum yang sedang berlaku di suatu lokasi tertentu, atau 

fenomena-fenomena yuridis yang tengah terjadi di lapangan, serta peristiwa 

hukum spesifik yang benar-benar dialami oleh masyarakat dalam kehidupan 

mereka.25 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan 

dengan pendekatan empiris. Metode yuridis normatif diterapkan untuk 

mengkaji berbagai peraturan serta dokumen hukum yang relevan, 

sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh dan 

 
24 Suyanto, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan 

Gabungan, (Gresik: UNIGRES Press, 2022), hlm. 166. 

25 W. Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Publika Global 

Media, 2020), hlm. 20. 
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menganalisis data yang bersumber dari lapangan.26 Fokus utama dalam 

penelitian ini terletak pada norma hukum serta bagaimana penerapannya di 

tengah masyarakat. Pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian 

hukum normatif, seperti pendekatan konseptual, perundang-undangan dan 

pendekatan kasus, tetap diterapkan sesuai dengan kebutuhan permasalahan 

yang dikaji. Selanjutnya, pendekatan tersebut dipadukan dengan 

pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, yaitu 

pendekatan sosiologis, serta psikologi hukum.27 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan pihak yang terlibat dalam trasaksi jual-beli tanah 

tersebut, aparat desa terkait yang terlibat dalam proses jual-beli tanah. 

Wawancara bersifat semi-struktural dengan pertanyaan terbuka untuk 

menggali informasi terkait celah administrasi dalam proses peralihan 

hak atas tanah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh oleh peneliti dari 

sumber tidak langsung, yakni melalui pemanfaatan berbagai media atau 

 
26 S. A. Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi 

Eksploratif di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3:3, 

(November 2024), hlm. 58. 

27 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (ttp.: Mataram: Mataram University Press, 2020), 

hlm. 122. 
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dokumen pendukung sebagai perantara.28 Data sekunder yang peneliti 

gunakan yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, 

5) Buku-buku hukum agraria, 

6) Jurnal-jurnal hukum 

5. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan sumber data 

primer melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam jua-beli tanah 

tersebut, aparat desa yang membersamai dalam proses transaksi. Adapun 

penelitian kepustakaan dilakukan untuk membaca literatur hukum yang 

memiliki pembahasan linier dengan penilitian ini, selain itu penelitian 

kepustakaan juga dilakukan unuk melihat dan menganalisis produk hukum 

yang tercipta dari proses jual-beli tersebut, seperti surat pernyataan jual-beli 

tanah ataupun arsip lain yang dapat digunakan sebagai sumber data 

penelitian.  

 
28 U. Sulung dan M. Muspawi, “MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : 

PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER,” EDU RESEARCH, Vol. 5:3, (September 2024), hlm. 

111. 
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6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, 

yaitu teknik pengolahan data yang menggabungkan pemaparan faktual 

(deskripsi) dengan penelaahan kritis (analisis) terhadap fenomena jual-beli 

tanah warisan yang belum dilaukan balik nama kepada pewaris. Data primer 

berasal dari wawancara dengan pihak-pihak tekait yang kemudian 

dideskripsikan secara rinci mulai dari kronologi, prosedur jual-beli, serta 

produk hukum pernyataan jual beli tanah dari desa. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan realitas 

lapangan secara empiris, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik desa 

dengan norma hukum yang berlaku. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 (lima) susunan bab, 

yaitu: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang yang 

mendasari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika penulisan 

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum terkait kepastian hukum atas 

tanah, hak milik, peralihan hak atas tanah, jual beli tanah dibawah tangan, 

pewarisan, pendataran tanah. 

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum tentang profil Desa 

Tanjunganom, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 
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menginformasikan susunan pemerintahan desa Tanjunganom di tahun 2026 

atau di tahun penelitian ini dilakukan, dan menjelaskan gambaran umum adanya 

celah administrasi dalam proses peralihan hak atas tanah melalui jual-beli 

dibawah tangan yang terjadi di Desa Tanjunganom. 

Bab keempat, memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai kepastian hukum jual-beli dibawah tangan terhadap tanah waris yang 

belum dilakukan perubahan nama dalam sertipikat tanah, serta menganalisis 

upaya apa yang dapat dilakukan olrh pembeli beritikad baik yang terlibat dalam 

adanya celah administrasi pada proses peralihan hak atas tanah. 

Bab kelima, merupakan penutup penulisan skripsi yang berisi 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran yang penulis berikan 

kepada penelitian setelahnya dan daftar pustaka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai analisis yuridis jual beli tanah warisan secara adat di 

Desa Tanjunganom, Kabupaten Kendal, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Praktik jual beli tanah warisan secara adat di Desa Tanjunganom telah 

memenuhi unsur keabsahan menurut hukum adat, yaitu asas terang dan 

tunai, serta memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan 

bertindak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Meskipun demikian, 

praktik tersebut belum memberikan kepastian hukum yang utuh menurut 

sistem hukum positif pertanahan nasional. Hal ini disebabkan oleh tiga 

persoalan pembuktian yang ditemukan di lapangan, yaitu: tanah yang telah 

bersertipikat namun belum dilakukan turun waris dan balik nama sehingga 

subjek hak yang tercatat masih atas nama pewaris yang telah meninggal 

dunia; tanah yang hanya dibuktikan dengan surat segel dari pemerintah desa 

yang tidak termasuk alat bukti hak lama yang diakui Pasal 24 PP Nomor 24 

Tahun 1997; serta fenomena kepemilikan pecahan tanpa pemecahan 

sertipikat yang melanggar asas spesialitas dalam pendaftaran tanah. 

Akibatnya, kedudukan hukum pembeli menjadi rentan disengketakan dan 

tanah tersebut tidak dapat dijadikan objek hak jaminan. 
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2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh para pihak dalam 

transaksi jual beli tanah warisan secara adat terdiri atas dua bentuk. Pertama, 

perlindungan hukum preventif, yang dapat ditempuh melalui pendaftaran 

peralihan hak karena pewarisan (turun waris dan balik nama) ke Kantor 

Pertanahan sesuai Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997, serta pembuatan akta 

jual beli di hadapan PPAT yang diikuti dengan pendaftaran tanah. Kedua, 

perlindungan hukum represif, yang dapat ditempuh melalui mediasi non-

litigasi, termasuk mediasi non-formal dengan aparat desa atau tokoh 

masyarakat sebagai mediator, meskipun hasil kesepakatannya tidak 

memiliki kekuatan hukum sekuat Akta Perdamaian dari mediasi formal, 

maupun melalui jalur litigasi pengadilan, di mana keabsahan transaksi dapat 

dibuktikan melalui kwitansi jual beli, surat pernyataan desa, dan keterangan 

saksi, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi para 

pihak meskipun belum disertai kepastian hukum yang utuh. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi ahli waris dan pembeli tanah warisan di Desa Tanjunganom, 

disarankan untuk segera melakukan proses turun waris dan balik nama 

sertipikat ke Kantor Pertanahan sebelum tanah dijual, serta membuat akta 

jual beli di hadapan PPAT dan mendaftarkan peralihan haknya, agar 

transaksi memperoleh kepastian hukum yang utuh dan tidak menimbulkan 

celah administrasi di kemudian hari. 
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2. Bagi pemerintah Desa Tanjunganom, disarankan untuk terus memberikan 

edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran 

peralihan hak atas tanah secara formal, agar praktik jual beli secara adat 

yang selama ini berjalan tidak menimbulkan sengketa agraria antargenerasi 

di masa mendatang. 

3. Bagi Kantor Pertanahan/BPN, disarankan untuk mempermudah dan 

menyosialisasikan prosedur maupun biaya pendaftaran turun waris dan 

pemecahan sertipikat, khususnya bagi masyarakat pedesaan, sehingga 

masyarakat tidak lagi enggan melakukan balik nama karena alasan biaya 

dan panjangnya birokrasi. 

4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan 

pendekatan komparatif pada desa lain yang memiliki praktik serupa, guna 

memperkaya kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum preventif 

dan represif terhadap jual beli tanah warisan secara adat. 
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